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INTISARI

Penelitian ini bertujuan menganalisis dan mengetosejauh mana
transformasi isu berlangsung sehingga terjadi @dsaol dan mewujud pada
gerakan sosial yang berlangsung lama di wilayatapgrangan pasir besi. Secara
khusus, penelitian ini berusaha menunjukkan kuatmgara sebetulnya hanya
bersandar pada kepentingan dan peran swasta s¢ledgjai ekonomi, sehingga
pada gilirannya terjadi pembiaran dari tersingkérmyasyarakat diruang publik.

Penelitian dilakukan dengan metode studi kasugyatefokus pada kasus
penambangan pasir besi di Kabupaten Kulonprogouk&busus yang didalami
adalah kasus pemberian izin proyek penambangan Ipesi kepada PT JMI di
wilayah pesisir Kabupaten Kulonprogo yang terkeamplak dari proyek. Data
yang diperlukan sebagai penunjang adalah data puiae data sekunder yang
terkait dengan topik penelitian ini untuk mengurgkelasi transformasi konflik
yang ditandai dengan corak kontestasi yang berupantp gerakan sosial, yaitu:
(1) kepentingan negara, elit lokal dan pihak swastagai kepentingan dominan;
dan (2) kepentingan dari masyarakat petani lalagir pebagai kepentingan yang
tertindas. Dalam hal ini, negara diwakili oleh pem&h pusat dan daerah; elit
lokal diwakili oleh Sultan dan Pakualam; Pihak saatiwakili oleh PT JMI (PT
JMM dan Indomines Ltd.), dan masyarakat setempag davakili oleh PPLP dan
LBH.

Telaah kasus ini menunjukkan bahwa negara haderdjah masyarakat
sebagai pengatur sumberdaya paling dominan tanpapreoni dengan
kepentingan lain yang berlawanan, termasuk kepgeminmasyarakat pesisir.
Dalam hal ini, negara berperan sebagai aktor yaeqilki otonomi dalam
berhubungan dengan berbagai kepentingan di ruabigkpAktor yang memiliki
kepentingan serupa dengan negara diberi legalitetalun kebijakan yang
dikeluarkan, sementara itu, aktor lain (PPLP) yaekalipun berjuang atas dasar
kolektivitas, dengan kepentingan yang berlawanapatdalipastikan ditindak,
termasuk dengan menggunakan cara-cara kekerasalam Deelasi-relasi
kekuasaan semacam itu, negara akan berpihak paolaeddonomi, politik, dan
pemerintahan yang memiliki kepentingan serupa mielalaborasi yang saling
menguntungkan, dan bersikap mengabaikan masyaatakelompok sosial apa
pun yang menolak kebijakannya.
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Abstract

This study aims to analyze and elaborate on thenéxd which the transformation
takes place resulting in the rejection issues anboelied in social movements
that lasts a long time in the area of iron sandimginin particular, this study tries
to show the strength of the state is actually aaly on private interests and role
as economic actors, which in turn occurred omisgrom the elimination of
public diruang society.

The research was conducted using case studiesifigcon the case of iron sand
mining in Kulon Progo Regency. Explored the specsale is the case of granting
iron ore mining project to PT JMI in coastal aredfected Progo regency of the
project. The necessary data as supporting primatiy ahd secondary data related
to the topic of this study was to reveal the relaghip of conflict transformation
is characterized by shades of contestation thdsleasocial movements, namely:
(1) the interests of the state, local elite andptiineate sector as the interests of the
dominant; and (2) the interests of the farming camity land sand as the
interests of the oppressed. In this case, the staspresented by the central and
local governments; Local elites represented by Shdan and Pakualam; The
private sector is represented by PT JMI (PT JMM btbmines Ltd.), and the
local community represented by PPLP and LBH.

This case study shows that the state is presetiiedncommunity as the most
dominant regulator of resources without comprongsnith the other opposing
interests, including the interests of coastal comities. In this case, the state acts
as an autonomous actor in dealing with variousrésts in the public sphere.
Actors who have similar interests with the stateswpven legality through
policies issued, while the other actors (PPLP) Wwhagen fought on the basis of
collectivity, the competing interests can be endui@lowed, including using
violent means. In the power relations of the sthrg, state would be in favor of
economic actors, political, and government thatehaimilar interests through
mutually beneficial collaborations, and be ignooeisty or social group rejects
any policy.
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